




1.1 Latar Belakang 
Pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak merupakan momentum 
yang sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dimana masyarakat yang 
menginginkan adanya perubahan baru baik dalam segi kepimimpinan maupun 
perubahan daerah yang semakin membaik. Pesta demokrasi yang dilaksanakan ini 
tidak hanya disambut baik oleh masyarakat melainkan juga disambut antusias oleh 
para calon pemimpin baru yang siap menjadikan dirinya sebagai wadah aspirasi 
bagi masyarakat. Dengan memberikan program-program kerja yang bertujuan 
untuk menyejahterakan warganya. Melalui kegiatan kampanye maka masyarakat 
dapat mengetahui visi, dan misi yang akan direalisasikan 5 (lima) tahun mendatang 
untuk perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu pemilihan Kepala Daerah 
merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.  
Semakin berkembangnya suatu negara, maka menuntut adanya perubahan 
yang lebih baik dalam sistem pemerintahan ataupun mempermudah pelayanan 
publik bagi masyarakat. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan 
secara langsung merupakan salah satu momentum untuk menciptakan pemerintah 
yang lebih demokratis. Setiap negara memiliki sistem demokrasi berdasarkan 
ideologi yang dianut oleh negaranya. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi 
karena dirasa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, demokrasi sering 
dianggap melindungi kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat dan 
aspirasinya. Masyarakat percaya kepada sistem politik ini sehingga demokrasi 
seakan identik dengan kebebasan, hormat terhadap martabat manusia, kesamaan, 
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keadilan, keamanan, dan menghargai hak asasi manusia. Demokrasi dianggap 
sebagai pengorganisasian kehidupan bersama yang paling mencerminkan kehendak 
umum karena demokrasi ini terfokus pada partisipasi, representasi, dan 
akuntabilitas. 
Menurut Joseph Schumpeter, demokrasi merupakan sebuah metode politik 
yang digunakan untuk mekanisme memilih pemimpin politik dimana warga negara 
diberi kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik 
yang bersaing meraih suara.1 Sedangkan Abraham Lincoln menegaskan bahwa 
demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.2 
Contoh konkrit bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi yaitu pada pelaksanaan 
pemilihan umum baik itu dalam pemilihan Presiden, Kepala Daerah serta wakil 
rakyat yang berada di DPR/DPRD. Demokrasi dapat dikatakan sebagai pola atau 
sistem untuk mengatur proses pemilihan Kepala Daerah yang ideal. 
Berbicara demokrasi di Indonesia khususnya di bidang politik, pemilihan 
Kepala Daerah pada tahun 2005 dilaksanakan secara langsung. Pelaksanaan Pilkada 
secara langsung membuka ruang partisipasi yang luas bagi warga di daerah lokal. 
Melalui Pilkada secara langsung kepala daerah akan lebih berorientasi pada 
warganya dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh elit di 
DPRD. Tujuan Kepala Daerah dipilih secara langsung untuk mampu mengetahui 
karakteristik daerah yang akan dipimpinnya sehingga program kerja serta visi dan 
misinya disesuaikan dengan daerah wilayahnya. Pilkada langsung untuk pertama 
kalinya telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
 
1 Martino Sardi, 2013. Menuju Masyarakat Berwawasan Hak Asasi Manusia: Bahan Training Hak Asasi Manusia, 
Dokumen 01, hlm.19 
2 Ibid. hlm.14 
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Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah, dipilih secara langsung oleh rakyat melalui 
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat menjadi Pilkada. 
Ditetapkannya regulasi tersebut memberikan peluang bahwa pemilihan Kepala 
Daerah harus dilaksanakan secara demokratis.  
Salah satu sistem perubahan demokratis yang sangat dirasakan oleh 
masyarakat yaitu adanya pilkada serentak. Pada tahun 2015 pilkada serentak 
dilaksanakan untuk pertama kalinya. Pelaksanaan pemilihan umum secara serentak 
masih menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Tujuan utama dilaksanakan 
Pilkada serentak di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. 
Contohnya petugas TPS yang bekerja sekali dalam 2 (dua) pemilihan Kepala 
Daerah sekaligus yaitu Pemilihan Bupati atau Walikota dan Pemilihan Gubernur. 
Diadakannya pemilihan Kepala Daerah secara serentak mampu menghemat 
anggaran pelaksanaan Pilkada. Anggaran Pilkada serentak diharapkan mampu 
menghemat berbagai kegiatan seperti pembuatan dan distribusi logistik, 
pembayaran honor petugas penyelenggara Pilkada dan kegiatan lainnya yang 
berhubungan dengan pelaksanaan Pilkada serentak. Terlaksananya pilkada serentak 
secara langsung merupakan sarana edukasi politik bagi masyarakat. Pendidikan 
politik  merupakan salah satu proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, 
kewajiban dan tanggung jawab setiap individu sebagai warga negara.  
Pelaksanaan Pilkada serentak tidak hanya membutuhkan dukungan dari 
masyarakat saja, melainkan membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan 
berbagai instansi sehingga tercipta iklim demokrasi yang aman, damai, serta taat 
aturan. Masyarakat maupun lembaga instansi yang ada di daerah mampu bekerja 
sama dengan lembaga instansi untuk saling mendukung pelaksanaan pilkada yang 
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dilaksanakan secara langsung. Sistem Pilkada secara langsung diharapkan dapat 
menjamin penguatan aspirasi dan partisipasi rakyat daerah. memperkuat legitimasi 
politik kepemimpinan daerah,  mendorong akuntabilitas serta dapat mencegah 
terjadinya KKN dalam pemerintahan daerah. Pemilihan Kepala Daerah merupakan 
salah satu bentuk partisipasi langsung untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin 
eksekutif daerah yang benar-benar mempunyai legitimasi yang kuat. Pilkada harus 
dijadikan momentum untuk kembali mengingatkan masyarakat sipil bahwa 
pemilihan para pemimpin ini akan membawa konsekuensi yang hasilnya akan 
berdampak dalam jangka panjang.  
Masyarakat seharusnya mengetahui bahwa mengikuti Pilkada merupakan hak 
setiap individu sebagai warga negara yang dilindungi dan dijamin kebebasannya 
oleh Undang-Undang. Pentingnya partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses 
terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah. Untuk itu masyarakat harus mendapat 
informasi yang jelas dan transparan terhadap berbagai kelebihan dan kekurangan 
profil  setiap calon yang diajukan sebelum mereka sampai pada tahap akhir dalam 
pemilihan tersebut.  
Pilkada serentak tahun 2018 merupakan salah satu momentum kegiatan pesta 
demokrasi yang cukup menarik perhatian publik. Pilkada serentak tahun 2018 
diikuti sebanyak 171 daerah yang akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala 
daerah. Dari 171 daerah, ada 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten yang akan 
menyelenggarakan Pilkada tahun 2018.3 Kabupaten Sampang merupakan salah satu 
daerah yang turut serta dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018. Jumlah Daftar 
 
3 https://m.detik.com, kamis 20 April 2017, Ini 171 Daaerah yang Gelar Pilkada Serentak 27 Juni 2018. Diakses pada 
tanggal 18/12/2018 pukul 11.25 WIB 
 5 
 
Pemilih Tetap di Kabupaten sebanyak 803.449 jiwa.4 Terdapat 3 pasangan calon 
yang berkompetisi untuk menjadi orang nomor satu di Kabupaten Sampang. Komisi 
Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sampang menetapkan 3 nomor urut pasangan 
calon kepala daerah.  
Nomor urut pertama didapat pasangan calon Slamet Junaidi dan Abdullah 
Hidayat (JIHAD), Nomor Urut dua didapat pasangan calon Hermanto Subaidi dan 
Suparto (MANTAP), kemudian nomor urut 3 didapat pasangan calon Hisan dan 
Abdullah Mansyur (HISBULLAH). Pasangan calon nomor urut 1 (Slamet Junaidi 
dan Abdullah Hidayat) didukung oleh  5 (lima) partai pendukung yaitu Partai 
Nasdem, Partai Golkar, PPP, PDI-P, dan PKS. Pasangan calon nomor urut 2 
(Hermanto Subaidi dan Suparto) didukung oleh 3 (tiga) partai pendukung yaitu 
PBB, PKB, dan Partai Gerindra. Pasangan calon nomor urut 3 (Hisan dan Abdullah 
Mansyur) didukung oleh 2 (dua) partai pendukung yaitu PAN dan Partai 
Demokrat.5 
Pilkada serentak yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018 tidak berjalan sesuai  
dengan apa yang diharapkan. Kedua kubu pasangan calon Kepala Daerah di 
Kabupaten Sampang saling klaim kemenangannya. Kedua kubu pasangan calon 
kepala daerah tersebut yaitu pasangan calon nomor urut satu (Jihad) dan pasangan 
calon nomor urut dua (Mantap). Kedua kubu saling mengeluarkan hasil Survey 
Quick Count. Menurut masing-masing tim sukses, kedua pasangan calon tersebut 
sama-sama unggul dalam pencoblosan suara yang dilaksanakan secara serentak. 
 
4 Data KPU Kabupaten Sampang 
5 Pilkada Serentak, KPU Sampang Tetapkan 3 Paslon untuk Pilkada 
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Berikut hasil rekapitulasi perhitungan suara Survey Quick Count Pilkada  di 
Kabupaten Sampang.  
Tabel 1.1 Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilkada Tahun 2018 
No 
Nama Paslon Pilkada Kabupaten 
Sampang Tahun 2018 
Lembaga Survey Pilkada Tahun 
2018 
CSSCPOLL Proximity 
1 Slamet Junaidi dan Abdullah Hidayat 
(Jihad) 
43 % Suara 39,1 % Suara 
2 Hermanto Subaidi dan Suparto 
(Mantap) 
42 % Suara 42,1 % Suara 
3 Hisan dan Abdullah Mansyur 
(Hisbullah) 
15 % Suara 18,8 % Suara 
Sumber : Lembaga Survey CSSPOLL dan Proximity 
Perolehan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan oleh lembaga survey masing-
masing calon menimbulkan spekulasi kemenangan di masing-masing kubu paslon 
pilkada di Kabupaten Sampang. Kedua kubu pasangan calon mengklaim 
kemenangannya melebihi 40% suara. Di kubu nomor urut 1 pasangan calon Jihad 
telah memprediksi kemenangan 43% suara, sedangkan nomor urut pasangan calon 
Mantap memperoleh 42% suara.6 Jihad unggul di 5 Kecamatan dari total 14 
Kecamatan se-Kabupaten Sampang yakni Ketapang, Camplong, Pangarengan, 
Torjun, dan Kedungdung dengan rata-rata 85 %. Data tersebut diperoleh berbasis 
C1 yakni paslon Jihad memperoleh 43 % suara, paslon Mantap memperoleh 42 % 
suara, dan 15 %  untuk paslon Hisbullah.  
Sementara hasil perolehan suara di kubu pasangan calon nomor urut 2 
menurut Lembaga Survey Proximity memprediksi kemenangan dengan 
memperoleh 42,1% suara. Sedangkan paslon nomor urut 1 memperoleh 39,1% 
suara. Paslon Mantap unggul di 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang yang 
 
6 Idntimes.Com/Kubu Paslon di Sampang Saling Klaim 
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meliputi Kecamatan Banyuates, Sokobanah, Karang Penang, Omben, Kedungdung, 
Sampang, Jrengik dan Sreseh dengan Margin or Error 1% dan sebanyak 18,8% 
Suara untuk paslon nomor urut 3 yaitu paslon Hissbullah.7 Perbedaan hasil Survey 
Quick Count yang dikeluarkan oleh masing-masing tim sukses baik paslon nomor 
urut 1 dan paslon nomor urut 2 menimbulkan spekulasi kepada masyarakat dengan 
mengklaim kemenangannya tanpa menunggu hasil perhitungan suara dari Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Sampang. Kedua kubu pasangan calon nomor urut 1 
dan nomor urut 2 saling merayakan kemenangan pilkada tersebut.  
Berdasarkan perhitungan surat suara Pilkada Kabupaten Sampang yang 
dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang pada tanggal 5 Juli 
2018 melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang 
Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 menyatakan kemenangan diraih 
oleh pasangan calon Slamet Junaidi-Abdullah (Jihad) dengan perolehan 
kemenangan 257.121 suara. KPU menetapkan perhitungan perolehan suara paslon 
nomor urut satu (Jihad) dengan hasil 38,41% suara atau 257.121 suara, paslon 
nomor urut dua (Mantap) dengan hasil 37,75% suara atau 252.676 suara dan paslon 
nomor urut tiga (Hisbullah) dengan hasil 23,84% suara atau 159.558 suara.8 
Ketidakpuasan paslon nomor urut dua yang mengalami kekalahan pada 
Pilkada serentak memantapkan langkah untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah 
Konstitusi. Hal itu dilakukan oleh tim sukses pasangan nomor urut dua karena 
merasa pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sampang banyak terjadi 
kecurangan. Meskipun masih diberi peluang untuk menggugat ke Mahkamah 
 
7 RadarMadura.id/Kawal Perolehan Suara Pilkada Sampang 
8 Perhitungan Suara oleh KPU Kabupaten Sampang 
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Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, namun tidak semua gugatan 
kekalahan bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Terdapat beberapa kriteria 
pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilu. 
Pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan jika mengisi 
kriteria yaitu pilkada Kabupaten/Kota dengan banyak penduduk kurang dari 
250.000 Jiwa maka maksimal jarak suara 2 persen, Kabupaten/Kota dengan jumlah 
penduduk 250.000 Jiwa – 500.000 Jiwa maka maksimal jarak suara 1,5 persen, 
Kabupaten/Kota dengan banyak penduduk 500.000 Jiwa sampai 1.000.000 Jiwa 
maka maksimal selisih suara 1 persen, dan Kabupaten/Kota dengan jumlah 
penduduk lebih dari 1.000.000 maka maksimal jarak suara 0,5 persen.9 
Ketentuan yang telah di atur dalam Undang-Undang Pemilu membuat kubu 
pasangan calon nomor urut dua yaitu Hermanto Subaidi dan Suparto (Mantap) 
mengemukakan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan tuntutan yang 
dilakukan oleh kubu paslon nomor urut dua (Mantap) di terima oleh Mahkamah 
Konstitusi karena memenuhi syarat yaitu pilkada Kabupaten/Kota dengan jumlah 
500.000 Jiwa sampai 1.000.000 Jiwa dengan perolehan suara selisih maksimal 1 
persen. Daftar pemilih tetap yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Sampang 
sebanyak 803.499 Jiwa dengan selisih perolehan suara antara paslon nomor urut 1 
(Jihad) dan Paslon nomor urut dua (Mantap) sebesar 0,66 persen dari total suara sah 
hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten 
Sampang. Total suara hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh 
 
9 Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 





KPU Kabupaten Sampang adalah sebesar 675.856 suara, sehingga perbedaan 
perolehan suara antara paslon nomor urut satu dengan paslon nomor urut dua 
sebesar 4.445 suara. 
Selain itu, permasalahan Pilkada di Kabupaten Sampang terkait dengan 
pendistribusian Form C6. Pendistribusian Form C6 menjadi salah satu penyebab 
terjadinya indikasi kecurangan Pilkada Kabupaten Sampang. Pendistribusian yang 
tidak sesuai dengan prosedur teknis ini terjadi diwilayah Kecamatan Omben. Form 
C6 yang diedarkan oleh petugas KPPS tidak sesuai dengan data penerima form C6. 
Nama yang tertera di dalam form C6 tidak sesuai dengan nama penerima form C6 
sesuai KTP. Hal tersebut terjadi di TPS 1 sampai TPS 8 di Desa Temoran. 
Mengetahui adanya ketidak sesuaian penerimaan Form C6, Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Sampang menarik Form C6 tersebut tetapi tidak diberikan ganti. 
Terdapat sekitar 200 warga yang mengalami ketidaksesuaian penerimaan Form C6 
yang dibagikan oleh petugas KPPS. Ketidakpahaman masyarakat mengenai fungsi 
dari penggunaan Form C6 membuat sebagian masyarakat tidak menggunakan hak 
pilihnya pada  Pilkada serentak. 
Sebagian masyarakat Kabupaten Sampang masih minim pengetahuan terkait 
form C6 tersebut. Menurut masyarakat Madura jika tidak menerima Form C6 maka 
tidak diizinkan untuk mencoblos. Masyarakat yang tidak menerima form C6 
mencoblos menggunakan KTP dengan waktu yang telah ditentukan yaitu jam 12.00 
WIB sampai dengan 13.00 WIB. Pada kenyataannya masyarakat yang tidak 
mendapat form C6 tidak diperbolehkan memilih karena sudah masuk kedalam 
daftar pemilih tambahan yang hanya diberikan 12 surat suara saja. Hal tersebut 
terjadi di semua TPS di Kecamatan Omben. Terdapat 100 pemilih yang ingin 
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mencoblos di tolak petugas TPS karena tidak memiliki form C6 di Desa Temoran, 
Kecamatan Omben. 
Tingginya jumlah warga yang tidak mendapatkan Form C6 tetapi pada 
pelaksanaan Pilkada tingkat partisipasi masyarakat mencapai 100%. Pasangan 
nomor urut dua menilai bahwa banyak terjadi manipulasi suara. Hal itu dibuktikan 
dengan adanya surat suara cadangan yang habis terpakai. Tingginya tingkat 
partisipasi masyarakat salah satunya terjadi di Desa Ketapang Daya, dimana hampir 
semua TPS tingkat partisipasi masyarakat mencapai 100%. Masalah krusial yang 
mudah ditemui pada saat pelaksanaan Pilkada yaitu adanya daftar pemilih ganda. 
Tim sukses nomor urut dua menemukan adanya daftar pemilih ganda di beberapa 
TPS. Data pemilih ganda tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor seperti 
masyarakat yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar di daftar pemilih tetap 
ataupun bekerja diluar kota ataupun diluar negeri. Sehingga dengan adanya daftar 
pemilih ganda sangat memudahkan penyalahgunaan surat suara. Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Sampang dalam menetapkan daftar pemilih hanya terpaku pada 
daftar pemilih Pilpres tahun 2014. Paslon nomor urut dua beranggapan sebanyak 
140.828 hak pilih disalah gunakan oleh  kelompok kepentingan tertentu. Selain itu, 
daftar pemilih ganda dan daftar kematian penduduk merupakan salah satu 
permasalahan ketidaksesuaian data pemilih tersebut. Ketidaksesuaian jumlah data 
tersebut merupakan salah satu bukti paslon nomor urut dua (Mantap) melaporkan 
gugatan ke Mahkamah Konstitusi. . 
Dalam agenda sidang plano Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 
2018, Ketua Mahkamah Konstitusi menemukan kejanggalan pada jumlah daftar 
pemilih tetap yang digunakan  pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sampang. 
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Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang telah menetapkan daftar pemilih 
tetap Pilkada serentak tahun 2018 sebanyak 803.499 jiwa. Jumlah tersebut tersebar 
di 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang. Permasalahan yang muncul dikarenakan 
ketidaksesuaian jumlah data pemilih tetap dengan jumlah penduduk di Kabupaten 
Sampang. Sementara itu, menurut Dispendukcapil Kabupaten Sampang jumlah 
penduduk  di Kabupaten Sampang sebesar 844.872 Jiwa. Perbandingan perhitungan 
jumlah penduduk dengan jumlah pemilih tidak logis karena 95 % penduduk di 
Kabupaten Sampang berusia 17 tahun keatas sehingga memiliki hak pilih dalam 
pilkada serentak di Kabupaten Sampang. Berdasarkan data Kementerian Dalam 
Negeri, daftar penduduk yang diperbolehkan memilih yaitu sejumlah 662.673 
penduduk.  
Dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 
pada tanggal 3 September 2018, menetapkan penyelenggaraan pemungutan suara 
ulang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dikarenakan adanya 
ketidaksesuaian jumlah DPT dengan jumlah penduduk Kabupaten Sampang. 
Pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan suara ulang dilaksanakan selama 60 hari 
terhitung dari pembacaan putusan. Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan Pemilihan Umum 






1.2 Rumusan Masalah 
1. Apa penyebab pemungutan suara ulang Pilkada serentak di Kabupaten 
Sampang tahun 2018 ? 
2. Apa kendala pemungutan suara ulang Pilkada serentak di Kabupaten 
Sampang tahun 2018 ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penyebab pemungutan suara ulang Pilkada serentak di 
Kabupaten Sampang tahun 2018. 
2. Untuk mengetahui kendala pemungutan suara ulang Pilkada serentak di 
Kabupaten Sampang tahun 2018. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis dan Akademis  
a. Untuk menambah wawasan bagi peneliti yang dipakai sebagai dasar 
penelitian serta memperoleh pengetahuan yang lebih terkait analisis 
faktor terjadinya pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang tahun 
2018. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan 
menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum yang 
akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan. 
2. Manfaat Praktis  
a. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan 
ilmu politik dan pemerintahan, khususnya pada aspek analisis faktor 
kegagalan pilkada serentak di Kabupaten Sampang. 
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b. Sebagai rekomendasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah 
Kabupaten Sampang dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala 
Daerah. 
1.5 Definisi Konsep 
Definisi konsep merupakan suatu rumusan yang dipakai oleh peneliti untuk 
menggambarkan fenomena yang sedang terjadi terkait dengan suatu persoalan yang 
sedang diteliti. Tujuan digunakan definisi konsep yaitu bertujuan untuk 
menjelaskan sesuai dengan persoalan yang ingin dirumuskan. Pengertian konsep 
dapat diartikan berupa gagasan atau abstraksi yang ingin dikemukakan melalui 
beberapa pengertian yang menerangkan beberapa kejadian. Definisi konsep yang 
digunakan oleh peneliti dalam studi kasus pemunngutan suara ulang menggunakan 
konsep penelitian kualitatiif untuk menganalisa dan menyusun maksud penulisan 
penelitian. Untuk menentukan penulisan definisi konsep peneliti memperhatikan 
judul dari penelitian. Definisi konsep yang dijabarkan dalam penulisan ini adalah : 
a. Pemungutan Suara Ulang 
Pemungutan suara merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk 
mengambil keputusan. Pemungutan suara adalah salah satu proses pemberian suara 
oleh pemilih yang dilakukan di Tempat Pemungutan Suara dengan cara mecoblos 
nomor urut, nama atau foto pasangan calon. Definisi tersebut telah diatur di dalam 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali kota.10  
 
10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
menjelaskan bahwa pemungutan suara pemilu dilaksanakan secara serentak.11 Hari, 
tanggal dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. 
Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS yaitu pemilik kartu tanda 
penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang 
bersangkutan, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar 
pemilih tambahan, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar 
pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan dan telah memiliki hak pilih.  
Menurut PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 59 terkait pemungutan suara 
ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang 
mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan 
suara tidak dapat dilakukan. Penghitungan suara dari suatu TPS dapat diulang jika 
menurut penelitian dan pemeriksaan, terjadi penyimpangan dalam penghitungan 
suara. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika di suatu tempat terjadi 
kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapakai atau 
pemungutan tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan 
untuk 1 kali pemungutan suara ulang. 
Berikut diperbolehkannya pelaksanaan pemungutan suara ulang menurut 
Pasal 59 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 : 
1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan 
suara tidak dikerjakan sesuai tata cara yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan 
 
11 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
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2. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara meminta pemilih 
mengasihkan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau 
alamatnya pada surat suara yang telah digunakan. 
3. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merusak lebih dari 1 
(satu) surat suara yang sudah dipakai oleh pemilih sehingga surat suara 
tersebut membuat tidak sah  
4. Lebih dari 1 (satu) orang pemilih memakai hak pilih lebih dari 1 (satu) kali 
pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, dan atau  
5. Lebih dari 1 (satu) orang pemilih dan tidak terdaftar sebagai pemilih 
memiliki kesempatan memberikan suara pada TPS. 
Ketidakpuasan paslon yang mengalami kekalahan pada pilkada masih diberi 
peluang untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang 
Pemilu. Paslon boleh melakukan gugatan namun, tidak semua gugatan kekalahan 
bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 156 mengenai perselisihan hasil pemilihan 
adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta 
pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Perselisihan 
penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan 
suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke 
putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih. 
Terdapat beberapa kriteria pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi 
sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota. Pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dapat 
dikerjakan jika  memenuhi syarat yaitu : 
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1. Pilkada Kabupaten/Kota dengan banyak penduduk kurang dari 250 ribu 
maka maksimal selisih suara 2 persen. 
2. Kabupaten/Kota dengan banyak penduduk 250 ribu-500 ribu maka 
maksimal selisih suara 1,5 persen. 
3.  Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500 ribu sampai 1 juta maka 
maksimal selisih suara 1 persen. 
4. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta maka maksimal 
selisih suara 0,5 persen. 
b. Pemilihan Kepala Daerah Serentak 
Pilkada merupakan sebuah sarana rekruitmen politik yang diberikan kepada 
rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Rakyat diberikan hak untuk memilih 
pemimpin wakil daerah untuk menjalankan roda pemerintahan secara demokratis. 
Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 
walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah 
pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk 
memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 
dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.12 
Pelaksanaan Pilkada merupakan wujud dari implementasi demokrasi yang 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada dasarnya 
pilkada merupakan sebuah  lembaga demokrasi yang digunakan untuk memilih 
anggota perwakilan rakyat. Anggota ini kemudian bekerjasama bersama 
 
12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang 
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pemerintah untuk menjalankan sistem pemerintahan dan merumuskan kebijakan 
yang berlaku di wilayah NKRI. Sistem Pemilukada merupakan sebuah inovasi yang 
bermakna dalam proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. 
Perkembangan zaman yang semakin modern menuntut pemerintah untuk 
bekerja secara cepat dan efektif. Penggabungan pilkada di setiap daerah yang terjadi 
di tahun politik diharapkan mampu membawa perubahan demokrasi ke arah yang 
lebih baik. Proses demokrasi tidak akan pernah mencapai titik kesempurnaan. Maka 
dari itu, proses demokrasi cenderung selalu berubah-ubah untuk mencari proses 
yang lebih baik dari pelaksanaan demokrasi sebelumnya. Perubahan pelaksanaan 
pilkada di masing-masing daerah menjadi pilkada serentak merupakan salah satu 
cara untuk memperbaiki sistem pemerintahan secara demokratis yang lebih baik. 
Pilkada secara serentak merupakan makna efisiensi dan efektivitas 
Pemilukada yang sesungguhnya. Jika Pilkada tidak diselenggarakan lebih efisiensi 
dan efektif, dikhawatirkan sumber daya pemerintah lebih banyak terkuras untuk 
membiayai penyelenggaraan pilkada. Sehingga sumber daya pemerintah dapat 
dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Penggabungan pelaksanaan pilkada yang 
dilaksanakan secara serentak mampu menyederhanakan baik dari segi logistik dan 
keterlibatan sumber daya penyelenggara pilkada. Salah satu wujud dari demokrasi 
itu adalah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan 
demikian diharapkan kepala daerah yang terpilih benar-benar representatif.  
Pelaksanaan Pilkada secara serentak diikuti oleh 171 daerah yang akan 
berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah. Dari 171 daerah, ada 17 
Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada tahun 
2018. Di Kabupaten Sampang terdapat 3 pasangan calon kepala daerah yang 
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mengikuti pilkada untuk menjadi orang nomor satu di Kabupaten Sampang. 3 
paslon tersebut yaitu Slamet Junaidi dan Abdullah Hidayat (JIHAD), Nomor Urut 
dua didapat pasangan calon Hermanto Subaidi dan Suparto (MANTAP), kemudian 
nomor urut 3 didapat pasangan calon Hisan dan Abdullah Mansyur (HISBULLAH). 
1.6 Definisi Operasional 
Definisi operasional yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 
digunakan untuk memberikan informasi terkait dengan suatu variabel yang 
berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Pentingnya definisi operasional dalam 
suatu penulisan ditujukan supaya konsisten antara topik yang dibahas dengan data 
yang diperoleh di lapangan agar mendapatkan suatu gambaran yang jelas. Berikut 
definisi konsep  yang dikemukakan oleh peneliti terkait permasalahan yang sedang 
diteliti yaitu : 
a. Pemungutan suara ulang Pilkada serentak di Kabupaten Sampang tahun 
2018 
1. Penolakan keputusan KPU Kabupaten Sampang 
2. Gugatan tim sukses kepada KPU Kabupaten Sampang 
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi 
b. Kendala pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada serentak di 
Kabupaten Sampang tahun 2018 
1. Ketersediaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Sampang 
2. Pengadaan logistik pemungutan suara ulang 
3. Anggaran pemungutan suara ulang 
4. Data daftar pemilih tetap pemungutan suara ulang 
5. Sosialisasi kegiatan pemungutan suara ulang 
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1.8 Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti memakai penelitian deskriptif yaitu penelitian 
yang berusaha untuk menuturkan menjelaskan permasalahan yang ada sesuai fakta-
fakta yang ada, untuk dapat mencari informasi yang mendalam terkait obyek yang 
diteliti, sehingga tujuan dari metode deskriptif adalah untuk menggambarkan 
tentang keadaan masyarakat atau kelompok tertentu atau gambaran proses 
terjadinya pemungutan suara ulang. Dengan begitu penulis dapat melakukan 
Pilkada Serentak Kabupaten Sampang 2018 
Sengketa Pilkada 
Penolakan Keputusan KPU Gugatan Timses Paslon 2 
Keputusan Mahkamah Konstitusi 
Pemungutan Suara Ulang 
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mengklasifikasi mengenai sesuatu atau pertanyaan sosial  dengan jalan 
mendeskripsikan variabel yang dijabarkan melalui sejumlah indikator yang 
berkenaan dengan masalah yang diteliti.13  
Dalam penelitian ini menggunakan metode deskrptif dengan pertimbangan 
bahwa dalam penelitian ini berupaya untuk mencari data, yaitu data pelaksanaan 
pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang Tahun 2018. 
2. Sumber Data 
Data dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data yang digunakan 
adalah: 
1. Data Primer 
Data ini diperoleh melalui informan dengan menggunakan teknik wawancara. 
Dalam pelaksanaan teknik ini penulis mengumpulkan data melalui komunikasi 
langsung dengan informan. Komunikasi yang dilakukan untuk mencari data-data 
yaitu melalui Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Kabupaten Sampang, Lembaga Survey Pemilu, Tim Sukses paslon Kepala Daerah, 
dan Partai Politik pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Sampang terkait data-data yang berhubungan dengan proses pelaksanaan 
pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang.  
2. Data Sekunder 
Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh 
dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku, arsip-arsip, jurnal, internet 
dan juga penelitian-penelitian terdahulu. Referensi-referensi ini penulis gunakan 
untuk bahan penguat penelitian, dan sebagai pegangan dalam melihat penelitian 
 
13 Nawawi, Hadar. 1999. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM. 
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terdahulu dengan pembahasan yang sama. Data sekunder yang digunakan oleh 
penulis berhubungan dengan proses pelaksanaan pilkada serentak dan proses 
terjadinya pemungutan suara ulang 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memperoleh data 
akurat dan faktual yang ada di lapangan. Dalam memecahkan suatu masalah di 
dalam penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data. Untuk mengkaji hal yang 
ingin diteliti, peneliti wajib mendapatkan data terlebih dahulu dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data. Karena, jika tanpa mengetahui teknik 
pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 
standar yang ditetapkan. 
a. Observasi 
Kegiatan pengamatan secara langsung dilapangan dalam upaya memahami 
apa yang diketahui oleh subjek penelitian yang berkaitan dengan tema yang 
diangkat dalam penelitian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan 
terjadinya pemungutan suara ulang pilkada serentak di Kabupaten Sampang, 
tentunya dengan data yang ada berdasarkan fakta yang diperoleh. Observasi 
dilakukan guna mendapatkan data terkait suatu masalah sehingga memperoleh 
pengertian dan juga sebagai data pembuktian terhadap informasi yang didapat 
sebelumnya.14  
b. Wawancara 
Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara merupakan salah satu 
metode yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Teknik ini merupakan pengajuan 
 
14 Rahayu, 2004, Observasi dan wawancara, Malang : Banyuwangi Press. 
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beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait dengan topik permasalahan yang 
akan dibahas melalui percakapan, tanya jawab, dan bertatap muka. Tujuan 
dilakukan wawancara adalah untuk memperoleh informasi secara lisan sesuai 
dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Narasumber dalam penelitian ini 
meliputi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data dengan cara 
mengumpulkan data-data yang diperoleh dari beberapa sumber bisa  berupa 
gambar, rekaman suatu kejadian, kutipan, surat kabar dan sumber lainnya yang 
mendukung topik yang sedang dibahas. Dokumentasi ini sebagai pelengkap dari 
teknik observasi dan wawancara, hal ini bertujuan supaya data yang diperoleh 
menjadi lebih lengkap dan akurat. Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti 
seputar dengan terjadinya pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang. 
4. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah subjek yang akan dituju untuk diteliti. Dalam 
menentukan subjek penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik purposive 
sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara 
menetapkan ciri-ciri yang sesuai dengan kriteria tujuan penelitian untuk 
mendapatkan informasi yang akurat. Terutama masalah yang berkaitan dengan 
faktor terjadinya pemungutan suara ulang pilkada serentak di Kabupaten Sampang 
tahun 2018 adalah : 
a. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sampang 
b. Komisionner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang 
c. Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Kabupaten Sampang 
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d. 4 Ketua PPK  
5. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan untuk 
mendapatkan informasi serta data-data yang diperlukan oleh peneliti untuk 
menunjang penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten 
Sampang meliputi Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sampang 
dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang. 
6. Teknik Analisa Data 
Tipe penelitian dengan menggunakan analisis data kualitatif sebagai prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.15 Dalam penulisan ini, analisis 
data yang dipakai dalam analisis data kualitatif model interaktif Miles dan 
Huberman akan memunculkan data yang berwujud kata-kata bukan angka. Data 
yang dikumpulkan melalui beberapa cara seperti obesevasi, wawancara, intisari, 
dokumen, dan lain sebagainya. Metode ini digunkan untuk mendapatkan data atau 
informasi yang mendalam dan bersifat sebenar-benarnya serta memberikan 






15 Moeleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hal 4 
16 Miles Mathew dan Huberman Michel. 1992, Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia Pers. 
